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P U T U S A N 

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Ktbm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI  

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara: 

 
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA 

EMAIL RATNANANI26@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan 

kuasa khusus kepada Agung Wahyudi, S.H., yang merupakan 

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT 001 

RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten 

Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email 

the.agung501@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus 

tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register 

Kuasa Nomor 503/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 09 Desember 

2024, sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

(KEDIAMAN BP. OTONG SATURI ORANG TUA TERGUGAT) 

Telp. 089515927420, sebagai Tergugat; 

 
Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

 
 

 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah 

mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kotabumi dengan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, 

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 telah dilangsungkan 

pernikahan yang sah antara seorang laki-laki jejaka yang bernama 

Johan Suprianto Bin Otong Saturi (Tergugat) dengan seorang wanita 

perawan yang bernama Nani Binti Sutamir (Penggugat); 

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut 

dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang 

berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung 

Utara sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 

43/07/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018; 

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah; 

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat 

tinggal bersama, yang beralamat di Pekurun Barat RT/RW 008/003 Desa 

Pekurun Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kab. Lampung Utara 

Provinsi Lampung; 

5. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur 

sebagaimana layaknya suami istri. Namun belum dikaruniai anak ; 

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak sekira 1 bulan setelah 

Pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis. Faktor penyebabnya antara lain karena :  

a. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan 

ekonomi, dan sering sekali dibantu oleh orang tua Penggugat; 

b. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah 

Penggugat; 

c. Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, dan 

setiap bertengkar Tergugat sering berkata cerai pada Penggugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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d. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tergugat tidak pernah 

memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama sekira 6 (Enam) 

Tahun berturut-turut; 

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

sekira akhir bulan Desember 2018, dikarenakan Tergugat tidak berubah 

yang masih tidak bekerja dan jika dinasehati oleh Penggugat selalu 

bertengkar dan hingga akhirnya Tergugat memutuskan pergi 

meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini 

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Keduanya sudah tidak lagi 

melakukan hubungan layaknya suami istri; 

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah 

tersebut dengan cara musyawarah keluarga namun tidak berhasil; 

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan 

rahmah tidak dapat diharapkan kembali; 

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas. Penggugat 

merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat 

bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan 

Agama Kotabumi; 

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat ini 

telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam; 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis  Hakim yang 

memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan dapat memberikan putusan sebagai berikut :  

PRIMER 

1.  Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 

2.  Menjatuhkan Talak Satu Ba’in sughro Tergugat (Johan Suprianto Bin Otong 

Saturi) terhadap Penggugat (Nani Binti Sutamir) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1103/Pdt.G/2024/PA.Ktbm 
 

3.  Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; 

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan 

seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut. Demikian gugatan ini kami 

ajukan dengan harapan majelis hakim berkenan mengabulkannya.  

 
  Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada 

kuasa hukum Agung Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di 

Jalan Abu Tholib RT 001 RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat 

Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 

Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 

503/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 09 Desember 2024; 

  Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut 

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita 

Acara Sumpah yang bersangkutan;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa 

hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut menurut relaas Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 09 

Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam 

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pekurun Barat Kec.Abung Tengah 

Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai 

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/07/VII/2018 yang dikeluarkan 

oleh KUA Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi 

Lampung tanggal 12 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai 

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

B.  Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di KAB.LAMPUNG UTARA, sebagai Paman Penggugat, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak 2 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung 

perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali pada bulan 

september; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Pekerjaan Tergugat serabutan, sehingga nafkahnya kurang; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak september 2018 sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing 

sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami 

isteri;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Disclaimer
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- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat;  

2.  SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di KAB.LAMPUNG UTARA, sebagai Pakde 

Penggugat  dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak.; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  sejak 3 bulan pertama menikah yang 

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

sejak 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama 

berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi 

dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban 

masing-masing sebagai suami isteri;   

 Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung 

perselisihan dan pertengkaran tersebut; 

 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat susah 

disuruh kerja, sering mentalak Penggugat,;   

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   

 Bahwa, saksi  sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat 

dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;   

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus 

Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa 

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal 

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata 

telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa 

Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa 

Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat 

professional; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu 

halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan 

tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan 

diputus secara verstek;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis sering terjadi perselisihan sejak 1 bulan setelah menikah karena 

kekurangan ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi 

nafkah, dan sejak Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah 

rumah; 

Analisis Pembuktian  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH 

Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan 

Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak 

dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat 
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oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya 

gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka 

Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 

1 dan SAKSI 2;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah 

yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan kententuan 

pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat 

ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut 

bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami 

isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2018. oleh karena itu mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo 

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk 

bertindak sebagai pihak (persona standi in judicio) dan Penggugat dengan 

Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 

2018; 

Menimbang, bahwa butki saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 

R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan 

saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya 

menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, 

sejak awal menikah, disebabkan masalah nafkah yang diberikan kurang, dan 

Tergugat susah disuruh bekerja, hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah 

rumah selama 6 tahun lamanya, oleh karena keterangan saksi-saksi adalah hal 

yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, 

keterangan saksi-saksi Penggugat, saling bersesuian dan mendukung dalil 

gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terkait alasan 

percereiannya sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 dan 

7 telah terbukti; 

Fakta Hukum  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat 

serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan 

sejumlah fakta sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 

pada tanggal 12 Juli 2018 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan 

Tergugat belum dikaruniai anak.; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi 

sejak awal menikah, disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun 

lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai 

suami istri; 

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat 

dari pihak keluarga namun tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas 

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan 

tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya 

fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga 

telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap 

tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak 

lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar 

mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan antara 

Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 (enam) tahun 

berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan 

lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukan telah 
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hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi 

ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah; 

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat  

yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka 

perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an 

Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan mashlahah atau kebaikan dan 

kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai; 

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua 

belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap 

maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut; 

 

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil 

kebaikan” 

 
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas. Majelis Hakim berpendapat memutus ikatan perkawinan yang seperti itu 

jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah 

cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat 

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup 

beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara 

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat 
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terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, 

majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu 

ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Biaya Perkara   

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 
Amar Putusan 

 
M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari   

Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 

Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua 

Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I., M.H. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H 

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 
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oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem 

informasi pengadilan pada hari itu juga. 

 

Ketua Majelis 

 

 

 

 
Abdul Azis, S.Sy., M.H. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Ismatul Maula, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Agus Dianningsih, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. PNBP  : Rp80.000,00 

2. Proses  : Rp75.000,00 

3. Panggilan  : Rp32.000,00 

4. Pbt.Putusan : Rp16.000,00 

5. meterai  : Rp10.000,00 

Jumlah  Rp213.000,00 

    (dua ratus tiga belas ribu rupiah) 
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